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PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR
29.a TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,

PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang

Mengingat

¢ E

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas
jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan
pegawai tidak tetap, maka Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Dinas' Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Suatu Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pchncrintah
Aceh;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Noraor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah:
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

.. Akuntasi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman-~
telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 29.a TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29.a Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Aeh
Barat Tahun 2012 Nomor: 29.a), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Aceh Nomor 29.a Tahun 2012 tentang  Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor: 6)
diubah sebagai berikut: '

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas
adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam
Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi
Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945
dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

3. Pegawai ...
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Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas
negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang
bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan organisasi.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota
dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semulai di dalam
negeri.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung
sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/SKPD.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan
dinas.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.

Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat.

Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA, adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada SKPD
yang bersangkutan. l

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat
yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk
menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala SKPK/Pengguna Anggaran
dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak
Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda
Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang
atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang
ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen
perikatan yang menjadi dasar SPP berkenaan.

22, Surat ...
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Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM, adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM/PPK-SKPD
untuk dan atas nama PA/KPA kepada Bendahara Umum Daerah atau
Kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang
kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP
berkenaan.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah kepada Bank Operasional berdasarkan SPM
untuk memindahbukukan sejumlah uang dari kas daerah ke rekening
pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.

Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP, adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP, adalah uang
yang diberikan kepada SKPD untuk kebutuhan yang sangat mendesak
dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya
disebut SPM-GUP, adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh
PA/KPA dengan membebani DPA-SKPD yang dananya dipergunakan
untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut
SPTJB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh
PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat
APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang
dibahas dan disetujui oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Aceh Barat serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh
Barat.

. Di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni Ayat (5a),
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 7

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah

atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

Surat Perintah Tugas sebagaimana maksud ayat (1) diterbitkan oleh:

Bupati/Wakil Bupati diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati;

. Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK diterbitkan oleh Pimpinan DPRK;

Pejabat Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati;

. Pejabat Sekretaris DPRK diterbitkan oleh Pimpinan DPRK;

Pejabat esselon II.b dan Kepala SKPD diterbit oleh Bupati/Wakil

Bupati/Sekretaris Daerah;

f. Pejabat esselon Ill.a, Ill.b, IV.a, V.a, staf dan Pegawai Tidak Tetap
diterbitkan oleh Kepala SKPD/Sekretaris/KTU.

Kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

©0o0 TP

c. Waktu ...
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c. waktu pelaksanaan tugas;

d. tempat pelaksanaan tugas.

Dalam hal berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan:

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kabupaten; atau

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten.
Surat Perintah Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPPD.

SPPD diterbitkan oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.

Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten dapat
dilakukan tanpa penerbitan SPPD.

SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

)

(7)

Pasal 9

Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai

berikut:

a. uang harian;

b. biaya transpor;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi; dan

e. sewa kenderaan dalam Kota.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. uang makan;

b. uang transpor lokal;

c. uang saku.

Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. hotel; atau

b. ditempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pelaksana SPPD diberikan

biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota

tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan

dibayarkan secara lumpsum.yang lebih lanjut akan ditetapkan dengan

Keputusamn Bupati.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat

diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon Il selama

melakukan perjalanan dinas.

Sewa kenderaan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan

pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

(8) Sewa ...




(8) Sewa kenderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk
biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

(9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 4 AGUSTMS, 2018 M
2 D2Upga’ pad. 1439 H

1 BUPATJ ACEH BARAT,

MEI. NS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 14  AGUSTUS 2018 M
2 DULGAT DAY 1439 H

EKRETARIS DAERAH
BUPATEN ACEH BARAT,

ADIONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 46,



